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Abstract 
Pesantren salaf is a traditional Islamic educational institution that places kiai in a central position. This 
dominance raises concerns about hierarchical relationships that are considered a form of feudalism, especially 
after the rise of violence in pesantren environments. The lack of academic studies on this issue has prompted 
research to examine the existence and forms of feudalism in pesantren. This study aims to (1) explore the 
existence of feudalism culture in Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict, Kuningan Regency; (2) 
describe the forms of feudalism culture in Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict, Kuningan 
Regency.; and (3) identifying the factors that cause feudalism to persist in Islamic boarding schools in Kadugede 
Subdistrict, Kuningan Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection 
techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects 
consisted of nine informants from three Salafi Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict. The informants 
included kiai/boarding school leaders, administrators, and students. The results of the study show that (1) The 
existence of feudalism in Islamic boarding schools is rooted in classical boarding school traditions. Its structure 
is based on leadership centered on the kiai, traditions of devotion, values of etiquette, one-way communication, 
and social structures that place the kiai in a high social position based on knowledge and spirituality, while the 
santri are below them, whose role is to show respect and loyalty. (2) The culture of feudalism in Islamic boarding 
schools is evident in the form of leadership, social relations, and religio-feudalism, which is feudalism based on 
religion. (3) The factors contributing to the persistence of feudalism in Islamic boarding schools stem from the 
ideological commitment of the kiai (religious leaders) to preserve the purity of the salaf or traditional style, as 
well as the acceptance of this social structure by the santri (students).  
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Abstrak 
Pesantren salaf merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menempatkan kiai pada posisi sentral. 
Dominasi ini memunculkan kekhawatiran adanya pola relasi hierarkis yang dianggap sebagai bentuk feodalisme, 
terutama setelah maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren. Minimnya kajian akademik terkait isu ini 
mendorong dilakukannya penelitian untuk menelaah keberadaan dan bentuk budaya feodalisme di pesantren. 
Penelitian ini bertujuan (1) mengeksplorasi eksistensi budaya feodalisme di pondok pesantren Kecamatan 
Kadugede Kabupaten Kuningan; (2) mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya feodalisme di pondok pesantren 
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan budaya 
feodalisme bertahan di pondok pesantren Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 9 orang informan yang berasal 
dari 3 pondok pesantren salaf di Kecamatan Kadugede. Informan meliputi kiai/pimpinan pesantren, pengurus, dan 
santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Eksistensi feodalisme di pesantren berakar dari tradisi pesantren 
klasik. Strukturnya bertumpu pada kepemimpinan yang terpusat pada kiai, tradisi pengabdian, nilai adab, 
komunikasi satu arah, serta struktur sosial, yang menempatkan kiai pada posisi sosial yang tinggi atas dasar 
keilmuan dan spiritualitas, sedangkan santri berada di bawahnya, yang berperan untuk hormat dan menunjukkan 
loyalitas. (2) Budaya feodalisme di pondok pesantren tampak dalam bentuk kepemimpinan, hubungan sosial, dan 
bentuk religio-feodalisme, yaitu feodalisme yang didasarkan pada agama. (3) Faktor keberlangsungan budaya 
feodalisme di pesantren bersumber dari komitmen ideologis pihak kyai yang ingin menjaga kemurnian corak salaf 
atau tradisional, serta penerimaan dari pihak santri terhadap struktur sosial tersebut.  
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PENDAHULUAN   

Pendidikan menjadi salah satu fondasi keberlangsungan suatu negara, karena pendidikan 

berperan membentuk sumber daya manusia yang dibutuhkan. Penyelenggaran pendidikan di Indonesia 

dilakukan secara formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang 

mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan informal 

diselenggarakan di ruang lingkup keluarga dan kegiatan belajar mandiri. Pendidikan non formal 

merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

berjenjang dan terstruktur. Salah satu pendidikan non formal yang diakui di Indonesia adalah pondok 

pesantren (Syaadah et al., 2023). 

Pesantren salaf, demikian istilah ini disematkan bagi pondok pesantren yang masih 

mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya dengan fokus memahami ajaran agama, mengkaji 

buku-buku atau kitab klasik, dan ciri khas kesederhanaan lingkungannya. Pesantren yang telah 

beradaptasi dengan sistem pendidikan modern, kemudian disebut dengan pesantren modern atau 

pesantren khalaf (Setiawan et al., 2025). Meski dibedakan dengan istilah tradisional dan modern, secara 

umum keduanya tetap mempunyai tujuan sama, yaitu tafaqquh fiddin atau memahami ajaran dan nilai-

nilai agama secara mendalam. 

Selain lingkungan yang bercorak akademik, yang mana dalam hal ini para santri dituntut untuk 

belajar, membaca dan berdiskusi di luar jadwal pembelajaran, pesantren juga berusaha menghadirkan 

lingkungan pembiasaan, yaitu santri dituntut terbiasa disiplin, beribadah, dan saling mengayomi 

(Wahyudi et al., 2023). Idealnya pesantren juga memiliki lingkungan yang aman dan penuh kasih 

sayang sejalan dengan makna 

Islam itu sendiri yang bermakna keselamatan. Islam diakui sebagai agama rahmatan lil alamin, 

yang berarti memberikan rahmat bagi seluruh alam (Natsir & Rohman, 2024). Namun nyatanya pada 

hari ini tidak semua pesantren memiliki lingkungan tersebut dan hal ini membuat kepercayaan 

masyarakat terhadap pesantren menjadi turun. 

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren disebabkan karena maraknya pemberitaan 

mengenai tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Jaringan 

Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan kasus kekerasan di lembaga pendidikan terus 

meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2024 sendiri tercatat 573 kasus kekerasan fisik dan kekerasan 

seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Jumlah ini mengalami peningkatan 2 kali lipat daripada 

tahun sebelumnya. Dari 573 jumlah kasus tersebut 20% nya atau 114 kasus terjadi di pondok pesantren. 

Berikut merupakan data kekerasan yang terjadi di pondok pesantren sepanjang tahun 2024. 

Tabel 1. Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren 
Wilayah Jumlah Kasus Jenis Kekerasan 

Jawa Barat 36 kasus Kekerasan seksual & fisik 
Jawa Timur 28 kasus Kekerasan seksual & bullying 

Jawa Tengah 17 kasus Kekerasan fisik & psikis 
Banten 9 kasus Perundungan 
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Sumatera Barat 8 kasus Kekerasan seksual 
NTB 6 kasus Kekerasan psikis 

Kalimantan Selatan 5 kasus Kekerasan fisik 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 kasus kekerasan di pondok 

pesantren paling banyak terjadi di Jawa Barat. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Jenis kekerasannya sendiri berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Contoh kasus kekerasan yang 

terjadi di Pondok Pesantren di Jawa Barat diantaranya adalah kasus kekerasan seksual oleh oknum 

pengasuh kepada 13 Santriwati di Bandung dan kasus kekerasan seksual oleh oknum guru di salah satu 

pondok pesantren di Cirebon. Pada kasus yang terjadi di Cirebon ini dikatakan bahwa ada indikasi 

korban diiming-imingi sesuatu, kemudian merasa ketakutan karena pelaku adalah sosok guru, yang 

dalam pikiran anak merupakan figur yang harus diteladani. Hal ini bisa membuat korban menurut tanpa 

berani melawan (Irwanto, 2025). Selain itu, kekerasan seksual dan kekerasan fisik juga terjadi di 

beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hazmin & Zain (2024) 

mengungkapkan salah faktor rentannya kekerasan di dunia pesantren adalah karena adanya hierarki 

sosial yang menempatkan pelaku (yang merupakan pengasuh atau senior) pada posisi yang tinggi dan 

memiliki otoritas yang rentan disalahgunakan. Demikian kemudian masyarakat mengistilahkannya 

dengan feodalisme. Isu feodalisme akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat sebagai respon 

atas menyebarnya informasi berupa video yang memperlihatkan aktivitas di Pesantren. 

Aktivitas ini dianggap mengindikasikan bahwa budaya feodalisme masih ada di pesantren. 

Ditambah juga dengan banyaknya pemberitaan dan artikel online yang memperkuat stigma tersebut 

(Abbas, 2025). Dalam konteks ini feodalisme diartikan sebagai sistem hierarki yang memberikan 

otoritas yang kuat terhadap seseorang yang berada pada status sosial tinggi dan orang yang berada di 

bawahnya harus selalu patuh. Feodalisme ini dapat membatasi daya kritis (Iddian, 2022). Sistem ini 

dipercaya merupakan warisan dari era kolonialisasi dan pada hari ini banyak masyarakat yang 

berasumsi bahwa pesantren tradisional (salaf) menerapkan sistem tersebut. 

Masyarakat menganggap budaya feodalisme masih berlaku di pesantren salaf karena posisi kiai 

yang sangat dominan. Ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga dianggap sebagai pemilik 

pesantren, dengan kewenangan penuh dalam mengatur segala hal. Arah dan tujuan pesantren sangat 

dipengaruhi oleh visi pribadi kiai (Anugrah et al., 2022). Sistem manajemen pesantren salaf mengikuti 

pola kepemimpinan kiai yang menyerupai raja dalam sebuah kerajaan, dengan otoritas mutlak atas 

seluruh kegiatan pesantren (Tobroni & Firmansyah, 2022). Tradisi pesantren salaf juga ditandai oleh 

penghormatan tinggi kepada kiai, sebagaimana digariskan dalam kitab Ta’limul Muta’allim yang 

mengatur etika hubungan antara santri dan kiai (Setiawan et al., 2025). Secara kasat mata, fenomena 

ini memiliki kemiripan dengan praktik feodalisme. Penyematan istilah feodalisme pada sistem 

kepemimpinan pondok pesantren tradisional yang sedemikian rupa menimbulkan pihak yang pro dan 

kontra (Benhil, 2025). 
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Pihak yang pro mengatakan maraknya kasus kekerasan di Pondok Pesantren, korban yang merasa 

tidak berkuasa untuk melawan, hubungan patron-klien dan bentuk adab yang mereka kira berlebihan 

sudah cukup membuktikan bahwa budaya feodal masih berlaku (Zuhri, 2025). Pihak yang kontra 

(kebanyakan dari kalangan pesantren sendiri) menjelaskan bahwa di pondok pesantren tidak ada budaya 

feodalisme. Mereka mengatakan bahwa sistem sosial di Pondok Pesantren lebih ke arah meritokrasi, 

yaitu bentuk pengakuan dan loyalitas kepada pemimpin atau atasan didasarkan pada kemampuan, 

kompetensi, dan prestasi individu. Tidak seperti feodalisme yang mendasarkan loyalitas terhadap latar 

belakang sosial, kekayaan, atau koneksi (Labib, 2025). Pembahasan-pembahasan oleh pihak yang pro 

dan kontra kebanyakan dilakukan melalui opini-opini yang disebarkan secara daring melalui media 

massa dan media sosial. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengeksplorasi keberadaan budaya 

feodalisme di pondok pesantren. 

Kecamatan Kadugede merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari 

segi sosial budaya, masyarakat di Kecamatan Kadugede menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan 

tradisi lokal. Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat cukup erat, dengan pengaruh kuat dari 

tokoh agama dan pimpinan pesantren yang dihormati. Pemilihan Kecamatan Kadugede sebagai lokasi 

penelitian didasarkan pada keberadaan beberapa pesantren salaf yang masih memegang kuat tradisi 

lama, sehingga relevan untuk mengkaji sejauh mana budaya feodalisme masih dipertahankan dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap pola kepemimpinan dan hubungan sosial di lingkungan pesantren. 

Berangkat dari kondisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan eksistensi 

budaya feodalisme dalam kehidupan sosial di pondok pesantren salaf; (2) mengidentifikasi bentuk-

bentuk feodalisme yang masih bertahan di lingkungan pesantren; dan (3) menganalisis faktor-faktor 

yang menyebabkan budaya feodalisme tetap bertahan di pesantren. Kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi empiris terhadap studi pendidikan Islam dan kajian sosial pesantren, serta 

menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika relasi antara kiai dan santri di era modern, tanpa 

mengabaikan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar kuat dalam sistem pendidikan pesantren salaf. 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih 

karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam fenomena budaya feodalisme yang terjadi 

di lingkungan pondok pesantren di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Studi kasus 

memungkinkan peneliti menggambarkan secara menyeluruh pola relasi sosial antara kiai dan santri 

serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam konteks tertentu. Lokasi penelitian dilaksanakan di 

tiga pesantren tradisional di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pesantren-pesantren tersebut 

dipilih karena merupakan pesantren yang bercorak tradisional serta memiliki karakteristik khas dalam 

pola hubungan antara kiai, ustadz, dan santri. Selain itu, ketiga pesantren tersebut berlokasi cukup jauh 

dari pusat Kecamatan Kadugede, sehingga dinilai masih mempertahankan nilai-nilai dan budaya 

pesantren. Subjek penelitian terdiri dari 9 informan yang meliputi kiai/pimpinan pesantren, pengurus, 
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dan santri. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan 

keterlibatan aktif informan dalam kehidupan sehari-hari pesantren, baik dalam kegiatan pembelajaran, 

kedekatan dengan kiai, maupun aktivitas keagamaan di lingkungan pondok. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu: (1) 

Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika kehidupan sosial di pesantren, 

termasuk pola interaksi antara kiai dan santri, pelaksanaan kegiatan pembelajaran kitab kuning, serta 

aktivitas harian santri. (2) Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada para kiai 

dan santri guna menggali pandangan, pengalaman, serta praktik sosial yang berkaitan dengan pola 

kepemimpinan, relasi sosial, dan budaya pesantren. (3) Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh 

data pendukung berupa catatan lapangan, profil pesantren, foto kegiatan, serta dokumen lain yang 

relevan dengan konteks penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, yakni 

proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan temuan lapangan, disusun secara 

tematik sesuai dengan dimensi dan indikator yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, serta 

pengecekan ulang terhadap keakuratan temuan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data hasil 

wawancara dari berbagai informan, hasil observasi langsung di lingkungan pesantren, serta dokumen 

pendukung. Validitas data diperkuat dengan diskusi bersama rekan sejawat dan pengumpulan data dari 

beberapa pondok pesantren salaf sebagai subjek penelitian, agar hasil yang diperoleh bersifat objektif, 

kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun dimensi dan indikator dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2. Dimensi dan Indikator 
Dimensi Indikator 

Kepemimpinan Sentralisasi keputusan pada figur kiai 
Kiai merupakan sosok yang sakral 

Pewarisan kepemimpinan pesantren 
Pemanfaatan santri di luar pendidikan 

Hubungan sosial Adanya strata sosial 
Ketergantungan hidup santri terhadap kiai 

Komunikasi satu arah 
minimnya ruang diskusi 

Pembatasan Penolakan terhadap kritik dan inovasi 
Tidak ada mobilitas sosial bagi santri 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Eksistensi Feodalisme di Pondok Pesantren 
Feodalisme di lingkungan pesantren, khususnya pesantren salaf, memiliki ciri yang berbeda 

dengan feodalisme pada umumnya sebagaimana yang dikenal dalam sejarah sosial dan politik. 

Feodalisme klasik, seperti yang berkembang di Eropa atau pada masa kerajaan, biasanya ditandai 
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dengan sistem penguasaan berbasis ekonomi dan politik, di mana kekuasaan ditentukan oleh 

kepemilikan tanah, garis keturunan bangsawan, serta struktur sosial yang kaku dan diwariskan secara 

turun-temurun. Sebaliknya, feodalisme yang terjadi di pesantren tidak dibangun atas dasar kepemilikan 

sumber daya ekonomi atau jabatan politik, melainkan atas dasar simbolik dan spiritual. Kiai dalam 

pesantren tidak hanya berperan sebagai pemimpin lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai figur 

spiritual yang disakralkan oleh para santri. Kepatuhan santri terhadap kiai bukan karena tekanan 

ekonomi atau dominasi politik, melainkan karena adanya keyakinan bahwa kiai adalah perantara 

barokah dan sumber ilmu yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki kiai bersifat 

simbolik-religius, bukan bersifat materialistik. Posisi kiai yang tinggi di mata santri dibentuk oleh 

penghormatan, tradisi ta‘zim, serta internalisasi nilai-nilai kepesantrenan 

yang ditanamkan secara turun-temurun. 

Dengan demikian, eksistensi feodalisme di pesantren berakar dari tradisi pesantren klasik yang 

telah bertahan sejak lama dan berpadu dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan 

terhadap guru sebagai pemberi ilmu. Relasi antara kiai dan santri membentuk pola patron-klien, yang 

dalam kajian sosial sering kali disandingkan dengan konsep feodalisme dalam ranah politik dan 

ekonomi. Namun demikian, struktur feodalisme di pesantren tidak bertumpu pada kepemilikan tanah 

atau dominasi ekonomi, melainkan pada kekuasaan simbolik dan spiritual yang dijaga melalui warisan 

tradisi, nilai adab, serta struktur sosial yang hierarkis. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hakim 

(2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kharismatik kiai (berpusat pada kiai), pola hubungan 

patron-klien, pensakralan kepada kiai, loyalitas santri, dan pembelajaran berbasis komunikasi personal-

monolog merupakan tradisi pesantren tradisional yang telah ada sejak dahulu dari awal sistem 

pendidikan pesantren lahir. 

Bentuk Feodalisme di Pondok Pesantren 

Budaya feodalisme di pondok pesantren tampak jelas dalam dua bentuk utama, yaitu feodalisme 

kepemimpinan dan feodalisme dalam hubungan sosial. Feodalisme kepemimpinan tercermin dari 

sentralisasi otoritas pada sosok kiai, yang memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan, 

metode pembelajaran, hingga kehidupan pribadi santri. Bahkan, di beberapa pesantren, pola pewarisan 

kepemimpinan berlangsung secara turun-temurun kepada anak atau menantu kiai, yang menunjukkan 

bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya berdasar pada kapasitas keilmuan, tetapi juga pada garis 

keturunan. 

Selain dalam kepemimpinan, bentuk feodalisme juga terlihat dalam struktur sosial antara kiai 

dan santri, yang menunjukkan relasi hierarkis. Kiai diposisikan sebagai figur yang sakral, sementara 

santri menunjukkan loyalitas, ketundukan, dan ketergantungan. Pola komunikasi satu arah, absennya 

kritik, dan kecenderungan santri untuk tidak mempertanyakan kebijakan pesantren menunjukkan 

bahwa struktur sosial pesantren berjalan dalam kerangka relasi patron-klien. Baik dalam kepemimpinan 

maupun hubungan sosial, struktur feodal di pesantren tidak dibentuk atas dasar ekonomi atau kekuasaan 

politik, melainkan berlandaskan pada tradisi pesantren klasik dan nilai-nilai agama. Menjadikan sistem 
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sosial yang berjalan sebagai bentuk religio-feodalisme, yaitu feodalisme yang berakar pada otoritas 

keagamaan dan simbolik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rifa’i (2022) yang 

menyatakan bahwa pesantren memiliki bentuk religio-feodalisme. Seorang kiai selain menjadi 

pimpinan agama sekaligus merupakan traditional mobility dalam masyarakat feodal. 

Faktor Bertahannya Feodalisme di Pondok Pesantren 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan budaya feodalisme 

tetap bertahan di lingkungan pesantren, khususnya pesantren salaf. Salah satu faktor utama yang 

ditemukan adalah adanya komitmen ideologis dari pihak kiai sebagai pemimpin utama pesantren. Kiai 

menyampaikan bahwa ia tetap mempertahankan sistem salaf karena merasa terikat secara emosional 

dan intelektual dengan tradisi tersebut. Ia merupakan lulusan pesantren salaf dan memiliki keyakinan 

bahwa pesantren yang benar-benar murni salafi sudah mulai langka, sementara pesantren modern dan 

campuran sudah sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa mempertahankan 

corak salaf bukan sekadar pilihan manajerial, tetapi bagian dari misi menjaga kemurnian tradisi Islam. 

Faktor lain yang turut mendukung bertahannya sistem feodal adalah penerimaan kultural dari 

para santri. Santri tidak merasa posisi mereka dalam struktur sosial pesantren sebagai bentuk 

penindasan, melainkan sebagai bagian dari adab dan jalan untuk meraih barokah. Kepatuhan kepada 

kiai tidak dianggap sebagai tekanan, tetapi justru sebagai wujud kesadaran dan keikhlasan dalam 

menuntut ilmu. Hal ini membuat struktur sosial yang hierarkis tetap berjalan secara natural dan tidak 

banyak dipersoalkan, baik oleh kiai maupun oleh santri. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

oleh Weiss (2021) yang menyatakan bahwa tradisi dan struktur sosial bisa bertahan lama karena logika 

reproduksi sosial kolektif, yaitu praktik dan nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan 

dipertahankan oleh aktor lokal. 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan kiai di pondok pesantren salaf yang diteliti memperlihatkan pola yang 

sentralistik. Ini merupakan salah satu indikator feodalisme. Keputusan-keputusan penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan kegiatan, dan penetapan kebijakan umumnya bersumber 

langsung dari kiai sebagai pemegang otoritas tertinggi 

di pesantren. Dalam dua dari tiga pesantren yang diteliti, sistem pengambilan keputusan tidak 

melibatkan musyawarah pengurus secara formal, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh kiai. 

Sedangkan salah satu pondok pesantren telah bertransformasi dari sentralisasi kepemimpinan menjadi 

lebih partisipatif, yaitu melibatkan santri dalam penentuan kebijakan. Dari dua pesantren tercermin 

karakter kepemimpinan yang berpusat pada figur tunggal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

oleh Tobroni & Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa dalam sistem pesantren tradisional, kiai 

sering kali diposisikan sebagai figur tunggal yang memiliki kewenangan penuh layaknya seorang raja 

dalam kerajaan. Pesantren dianalogikan sebagai miniatur kerajaan dengan kiai sebagai pusat otoritas, 

tempat semua keputusan dan arah kelembagaan bersumber. 
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Para santri menempatkan kiai dalam posisi yang dihormati secara spiritual dan diyakini 

membawa barokah. Sikap ini bukan semata hasil penanaman nilai adab, melainkan sudah menjadi 

bagian dari sistem sosial yang menempatkan kiai di atas seluruh elemen lain dalam pesantren. Santri 

merasa bahwa kepatuhan terhadap kiai adalah bagian dari pencapaian keberkahan ilmu. Kiai dipandang 

sebagai intelektual agama yang secara spiritual memiliki kedekatan dengan Tuhan karena ilmu dan 

ibadahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman (2022) yang menyatakan bahwa praktik 

ngalap barokah (mencari berkah) dan pensakralan terjadi di pondok pesantren yang diteliti. Terdapat 

sejumlah hal yang dipandang memiliki nilai kesakralan, yakni sosok kiai dan benda-benda yang pernah 

dipakai kiai. 

Pewarisan kepemimpinan pesantren menjadi indikator penting dari budaya feodal. Dalam sistem 

feodal kekuasaan diwariskan dalam lingkup terbatas, bukan melalui mekanisme pemilihan terbuka. 

Pada pondok pesantren yang diteliti, kepemimpinan diwariskan dari kiai pendiri kepada putranya atau 

kepada menantu laki-lakinya. Meskipun tidak selalu bersifat keturunan, proses pewarisan ini tetap 

menunjukkan bahwa kekuasaan di pesantren cenderung dipertahankan dalam lingkaran internal yang 

dekat dengan kiai, baik secara darah maupun loyalitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Djuwairiyah, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa penerus pimpinan pesantren salaf dipilih oleh 

kiai dari keturunan atau kerabatnya yang memiliki kompetensi yang berasal dari pendidikan pesantren. 

Santri tidak hanya mengikuti kegiatan belajar, tetapi juga menjalankan tugas di luar 

pembelajaran, seperti membersihkan rumah, mengurus kebun, kolam, hingga memelihara ternak milik 

kiai. Sekilas, ini tampak sebagai pemanfaatan tenaga tanpa imbalan finansial. Namun, baik kiai maupun 

santri memandangnya sebagai bagian dari proses pendidikan. Tugas-tugas tersebut dianggap sebagai 

pelatihan kedisiplinan, pengabdian, dan pembentukan karakter yang dikenal sebagai khidmah. Dalam 

tradisi pesantren, khidmah dipahami sebagai jalan mencari ilmu dan keberkahan melalui ta‘zim kepada 

guru. Meski tanpa gaji, kebutuhan dasar santri seperti makan dan minum tetap dipenuhi oleh kiai. Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Shalahuddin (2025) yang menyatakan bahwa khidmah 

di pondok pesantren tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengabdian santri kepada kiai secara fisik, 

namun juga dimaknai sebagai jalan spiritual, wujud ibadah, rasa syukur, dan bentuk pengamalan ilmu 

yang holistik. 

Hubungan Sosial 

Secara sosial, kiai menempati posisi lebih tinggi daripada santri karena keilmuan, pengalaman, 

dan perannya sebagai pemimpin pesantren. Penghormatan santri terhadap kiai tidak hanya lahir secara 

spontan, tetapi juga diperkuat melalui kitab-kitab adab yang menekankan pentingnya ta‘zim kepada 

guru. Hubungan ini bersifat timbal balik. Kiai 

memberi ilmu, bimbingan, dan fasilitas; santri membalasnya dengan kepatuhan, loyalitas, dan 

pengabdian. Pola hubungan ini disebut patronase, yakni relasi antara dua pihak dengan status tidak 

seimbang, di mana kiai menjadi patron yang dihormati dan memberi banyak jasa, sementara santri 

sebagai klien bergantung pada kiai dalam aspek keilmuan, spiritual, dan sosial. Hal ini sejalan dengan 



383                Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 1, No. 3, Oktober - Januari 2024 hal. 375-387 

 

penelitian oleh Ramdan & Usman (2021) yang menyatakan bahwa hubungan yang terjalin antara kiai 

dan santri merupakan bentuk hubungan antara guru dan murid, yang dalam praktiknya menyerupai 

relasi antara seorang ayah dan anak, sekaligus mencerminkan pola patron-klien. 

Ketergantungan santri kepada kiai bukan didasarkan pada ekonomi seperti pada feodalisme 

umum, melainkan didasarkan pada aspek keilmuan, spiritual, dan status sosial. Santri menganggap kiai 

sebagai sumber ilmu. Kiai menyatakan keilmuan santri perlu bersanad. Artinya pengetahuan dan 

pemahaman santri harus dikonfirmasi kepada kiai. Tidak boleh sembarang menafsirkan sendiri. Dalam 

konteks spiritual, santri menganggap kiai sebagai seseorang yang lebih dekat dengan Tuhan karena 

ilmu dan ibadahnya. Kiai diyakini membawa barokah yang dapat menyokong kesuksesan santri. Dalam 

hal status sosial, santri menghormati kiai karena posisinya yang juga dihormati oleh masyarakat sebagai 

tokoh penting. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hermansyah (2022) yang menyatakan 

bahwa ketergantungan santri kepada kiai didasari oleh kiai yang dianggap memiliki tingkat keilmuan 

yang tinggi dan tirakatnya (usaha ibadahnya) melebihi santri. 

Dalam hal komunikasi, sesama santri terjadi komunikasi dua arah. Ditandai oleh kedekatan 

hubungan antar santri dan adanya diskusi dalam bentuk pembelajaran (mudzakarah) dan musyawarah 

santri pengurus. Sedangkan, komunikasi antara santri dengan kiai, di dua pesantren ditemukan pola 

komunikasi yang cenderung satu arah, baik dalam penentuan kebijakan, kegiatan, dan pembelajaran. 

Sementara itu, di salah satu pesantren santri dilibatkan dalam penentuan peraturan dan kegiatan 

pesantren. Meskipun dalam hal pembelajaran masih berpusat pada kiai seperti pondok pesantren 

lainnya. Kecenderungan komunikasi satu arah ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Azizi 

(2023) yang menyatakan bahwa Komunikasi ustad kepada santri menunjukkan pola menasihati dan 

memerintah.Dalam berkomunikasi, ustad cenderung lebih leluasa dalam berbicara, karena ia sebagai 

tokoh yang mendominasi dalam pembicaraan. Hal itu dikarenakan ustad berada dalam posisi status 

sosial yang lebih tinggi daripada santri. 

Indikator lain dalam dimensi hubungan sosial yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

minimnya ruang diskusi antara kiai dan santri, baik dalam konteks pembelajaran maupun pengambilan 

kebijakan pesantren. Di dua dari tiga pesantren yang diteliti, tidak ditemukan forum diskusi tersistem 

antara kiai dan santri. Pembelajaran berlangsung satu arah, dan keputusan penting ditentukan langsung 

oleh kiai tanpa pelibatan santri. Namun, di satu pesantren ditemukan praktik musyawarah pengurus 

bulanan, yang menjadi ruang diskusi internal meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan 

pimpinan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Alfikri (2024) yang menemukan bahwa pola 

komunikasi di pesantren tradisional umumnya bersifat instruktif dan menempatkan kiai sebagai satu-

satunya sumber otoritas. 

Pembatasan 

Dalam budaya pesantren yang diteliti, sistem pembatasan terhadap santri tidak bersifat 

menyeluruh dan tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembatasan hanya tampak jelas 
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dalam hal kritik terhadap kiai. Dari sisi kritik, kiai menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima 

kritik dari santri. Namun, tetap 

terbuka jika ada kritik yang disampaikan. Para santri secara eksplisit menyatakan bahwa mereka 

tidak pernah menyampaikan kritik kepada kiai. Alasannya, karena mereka sepenuhnya percaya dan 

hormat kepada kiai. Santri merasa tidak tahu apa yang harus dikritik dari kiai dan merasa bahwa 

mengkritik kiai adalah hal yang tabu. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Yasin & Khasbullah (2022), 

yang menunjukkan bahwa kuatnya kepercayaan dan penghormatan santri terhadap kiai menjadikan 

sikap patuh lebih dominan, sehingga ekspresi kritis jarang muncul dalam relasi santri dengan kiai. 

Berbeda halnya dengan aspek inovasi. Para santri justru diberikan ruang yang luas untuk 

berinovasi, terutama dalam kegiatan-kegiatan non-akademik. Misalnya, pada perayaan Maulid Nabi, 

tafaruq, dan haflah imtihan, para santri diberi kebebasan untuk menyusun acara, menampilkan 

kreativitas, dan mendekorasi lingkungan pesantren tanpa intervensi langsung dari kiai. Bahkan, santri 

juga diperbolehkan mengikuti kegiatan di luar pesantren selama mereka mendapatkan izin dari pihak 

pesantren. Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun secara struktural tetap berada dalam kendali 

otoritas, santri tidak dikekang dalam mengekspresikan kreativitas dan pengembangan diri. Kebebasan 

santri untuk berinovasi ini sejalan dengan penelitian oleh Nurjanah & Amrullah (2021) yang 

menyatakan bahwa santri di pondok pesantren tidak hanya belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Para 

santri juga mempelajari bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari masyarakat 

global, seperti daur ulang sampah, keterampilan pertanian dan perikanan. 

Dalam hal mobilitas sosial, temuan penelitian menunjukkan bahwa santri tidak dikurung dalam 

status murid seumur hidup. Ketika seorang santri telah dianggap cukup secara keilmuan, ia akan 

dipercaya untuk membimbing santri junior atau bahkan mengajar santri lain. Dalam beberapa kasus, 

santri yang bukan dari keluarga kiai dapat menduduki posisi strategis di pesantren, seperti menjadi 

pengasuh, bahkan pimpinan pesantren, apabila telah menunjukkan kapasitas dan dedikasi yang tinggi. 

Ini memperlihatkan adanya unsur meritokrasi, di mana posisi tidak hanya ditentukan oleh keturunan, 

tetapi oleh kemampuan dan loyalitas. Hal ini tentu berbeda dari sistem feodalisme klasik yang menutup 

ruang mobilitas bagi orang-orang di luar garis keturunan bangsawan. Seorang santri tidak harus selalu 

menjadi pemuka agama tatkala kembali ke lingkungan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya oleh Indra & Alim (2024) yang menyatakan bahwa pesantren mendukung 

kebebasan santri dalam menentukan masa depannya. Setelah lulus dari pesantren, mereka tidak hanya 

menjadi guru agama saja, tetapi dapat berkarya di berbagai bidang kehidupan, seperti menjadi 

motivator pembangunan bahkan menjadi wirausahawan dan lain sebagainya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai budaya feodalisme di pondok pesantren 

Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Eksistensi 

feodalisme di pesantren berakar dari tradisi pesantren klasik yang telah bertahan sejak lama dan berpadu 
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dengan nilai-nilai Islam. Struktur feodalisme bertumpu pada kekuasaan simbolik dan spiritual yang 

dijaga melalui warisan tradisi, nilai adab, serta struktur sosial yang hierarkis. 2) Budaya feodalisme di 

pondok pesantren tampak dalam dua bentuk utama, yaitu feodalisme kepemimpinan melalui sentralisasi 

otoritas, sakralitas, pewarisan kepemimpinan; dan feodalisme dalam hubungan sosial melalui 

stratifikasi sosial dan pola patron-klien. Struktur sosial yang bertingkat dan tradisi, yang keduanya 

bersandar pada keagamaan juga menandai adanya bentuk religio-feodalisme (feodalisme yang 

didasarkan pada agama) di pesantren. 3) Faktor keberlangsungan budaya feodalisme di pesantren 

bersumber dari komitmen ideologis pihak kyai yang ingin menjaga kemurnian corak salaf atau 

tradisional, serta penerimaan dari pihak santri terhadap struktur sosial tersebut. Hal ini menimbulkan 

struktur sosial dan nilai yang ada di pesantren yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan 

dipertahankan oleh aktor lokal. 
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